





A. Latar Belakang Masalah 
Tanah sebagai benda penting bagi manusia, memegang peranan yang 
sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai tempat bermukim 
maupun sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Kepemilikan hak atas 
tanah yang sangat penting untuk menjamin hak seseorang atau suatu badan atas 
tanah yang dimiliki atau dikuasainya. 
Sejak berlakunya UUPA ( Undang – Undang Pokok Agraria ) pada 
tanggal 24 September 1960, terdapat hal-hal yang merupakan pembaharuan 
hukum di Indonesia bukan saja di bidang pertanahan tetapi di lain-lain bidang 
hukum positif. UUPA diumumkan didalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, yang penjelasannya dimuat didalam Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043.1 
Dengan Lahirnya UUPA maka dihapuskanlah dasar-dasar dan peraturan-
peraturan hukum agraria kolonial yang sejak Indonesia merdeka masih tetap 
berlaku karena Indonesia belum mempunyai hukum agraria nasional, dan juga 
dualisme hak atas tanah dihapuskan menjadi satu sistem hukum, yaitu sistem 
hukum hak atas tanah di Indonesia berdasarkan hukum adat, sehingga tidak lagi 
diadakan perbedaan atas tanah-tanah hak adat seperti tanah hak ulayat, gogolan, 
bengkok dan lain-lain, maupun tanah-tanah hak barat, seperti tanah 
hak Eigendom, Erfpachtt, Opstal dan lain-lain, dimana tanah hak barat tersebut 
harus dikonversi menjadi hak-hak bentuk baru yang diatur dalam 
UUPA. Diketahui tanah-tanah hak barat tersebut terdaftar pada Kantor 
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Pendaftaran Tanah menurut Overschrijvingsordonnantie (Ordonantie Balik Nama 
Stbl.1834 No.27) dan peraturan mengenai kadaster.2 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, kegiatan pendaftaran tanah menjadi 
sangat penting dan mutlak untuk dilaksanakan, hal ini sesuai dengan 
ketentuan Pasal 19 UUPA yang menghendaki diselenggarakannya pendaftaran 
hak atas tanah  di Indonesia. Pengaturan mengenai pendaftaran tanah 
diselenggarakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997.  
Dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, data pendaftaran tanah yang 
tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaaan bidang tanah yang 
bersangkutan baik yang menyangkut data fisik maupun data yuridis tanah. Dalam 
pencatatan data yuridis ini khususnya pencatatan perubahan data yang 
sudah tercatat sebelumnya maka peranan PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) 
sangatlah penting. 
PPAT sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-
akta dalam peralihan hak atas tanah, akta pembebanan serta surat kuasa 
pembebanan hak tanggungan, juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan 
Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta 
tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak 
atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran 
tanah. 
Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka 
pemeliharaan pendaftaran tanah di Indonesia. PPAT sudah dikenal sejak 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah, yang merupakan peraturan tanah sebagai pelaksana UUPA. 





Mengingat pentingnya fungsi PPAT perlu kiranya diadakan peraturan 
tersendiri yang mengatur tentang PPAT sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 
7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, demikian juga setelah 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 1998 dikatakan PPAT adalah “pejabat umum yang diberi 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum 
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun”.3 
Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka pada dasarnya kewenangan PPAT 
berkaitan erat dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum 
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan haruslah dibuat akta otentik. Tanpa 
adanya akta otentik maka secara hukum perbuatan hukum untuk mengalihkan 
suatu hak atas tanah dan bangunan belum sah. 
Mengenai fungsi akta PPAT dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam 
Putusannya No. 1363/K/Sip/1997 berpendapat bahwa Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT 
hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak 
tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah.4 
Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat pembuktian 
mengenai benar sudah dilakukannya jual beli. Jual beli tersebut masih dapat 
dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi, dalam sistem 
pendaftaran tanah menurut peraturan yang telah disempurnakan yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran jual beli hanya dapat dilakukan 
dengan akta PPAT sebagai alat bukti yang sah. Orang yang melakukan jual beli 
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tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, 
biarpun jual belinya sah menurut hukum. 
Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT 
bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta 
tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan 
pendaftaran  tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi 
permohonan-permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk 
menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan.PPAT sebagai 
pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, 
yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang 
mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan. 
Berkaitan dengan kepastian pemilikan hak atas tanah dan bangunan, setiap 
perolehan hak yang terjadi dari suatu perbuatan hukum harus dibuat dengan akta 
otentik. Hal ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pihak yang 
memperoleh hak tersebut sehingga ia dapat mempertahankan haknya tersebut dari 
gugatan pihak manapun. Tanpa adanya akta otentik maka secara hukum perolehan 
hak tersebut belum diakui dan sebenarnya hak atas tanah dan bangunan masih ada 
pada pihak yang mengalihkan hak tersebut. Untuk melindungi pihak yang 
memperoleh hak, maka akta otentik yang dibuat pada saat perolehan hak 
dilakukan merupakan alat pembuktian yang kuat yang menyatakan adanya 
perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dimaksud kepada 
pihak yang dinyatakan memperoleh hak tersebut. 
Adanya akta PPAT yang bermaksud membuat akta perjanjian 
pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual 
beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang yang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
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dan jika akta peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
tersebut sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar 
buku  tanah, maka kepala Kantor Pertanahan memberikan sertipikat hak atas tanah 
atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan kepada pembeli. 
Tujuan dari adanya suatu peralihan hak atas tanah adalah untuk 
memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan penerima hak atas tanah tersebut 
agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan pastinya akan menimbulkan 
kerugian kepada salah satu pihak. Dari pemaparan diatas , penulis menemukan 
fenomena yang menarik terkait dengan pembuatan Akta Jual Beli nomor : 
372/Banjarsari/2008 yang dibuat oleh PPAT Soenarto, S.H. , Notaris yang dalam 
kedudukannya sebagai PPAT di kota Surakarta.  
Proses pembuatan Akta Jual Beli ini bermula dari perceraian antara Tuan 
Soepojo dengan Nyonya Sri Hartini yang pada akhirnya mengakibatkan sengketa 
perdata di pengadilan negeri surakarta. Perkara ini berawal dari adanya perbuatan 
hukum antara Tuan Soepojo dengan Tuan Giri Setiawan ( anak kandung tuan 
Soepojo ) yang menjadi Pembeli dari obyek rumah harta bersama yang masih 
menjadi obyek sengketa di Pengadilan Agama Surakarta. Tuan Soepojo berupaya 
untuk menuntut keadilan karena merasa tidak pernah menjual kepada Tuan Giri 
Setiawan seperti yang tertuang di dalam Akta Jual Beli nomor 
372/banjarsari/Surakarta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) , 
Soenarto Sarjana Hukum. Tuan Soepojo dalam surat gugatannya hanya 
meminjamkan Sertiftikat tanah miliknya tersebut agar permasalahan harta 
bersama tersebut segera berakhir. 
Tindakan melakukan peralihan hak kepemilikan atas tanah dari Tuan 
Soepojo ke Tuan Giri Setiawan telah melanggar kesepakatan dari adanya Akta 
Perdamaian yang dibuat antara Tuan Soepojo dan mantan isterinya yakni Nyonya 
Sri Hartini yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta nomor : 
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34/Pdt G/2006 / PA. Dalam kasus ini, Nyonya Sri Hartini melalui Tuan Giri 
Setiawan yang bertindak sebagai anak kandungnya dengan Tuan Soepojo, ingin 
membantu dengan cara meminjam sertifikat hak milik atas nama Tuan Sopeojo  
dan kemudian membayarkan kewajiban dari Nyonya Sri Hartini yakni ½ ( 
setengah ) dari harga rumah harta gono – gini tersebut dengan cara Tuan Giri 
Setiawan mengajukan KPR untuk memperoleh dana dan membayar angsuran 
tersebut dikarenakan kondisi kesehatan dan status pekerjaan Nyonya Sri Hartini 
yang tidak sanggup untuk membayar. 
Proses pembuatan Akta Jual Beli nomor : 372/Banjarsari/2008 antara Tuan 
Giri Setiawan dan Nyonya Sri Hartini yang diwakilkan oleh Tuan Giri Setiawan 
selaku pembeli yang dibuat di hadapan PPAT Soenarto, Sarjana Hukum 
merupakan salah satu syarat dalam persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah ( KPR 
). Pihak Bank Danamon selaku Kreditur juga telah menyetujui dan memberikan 
pinjaman yang kemudian diserahkan kepada Tuan Soepojo selaku penjual dari 
obyek jual beli tersebut yakni sebidang tanah dan rumah nomor: 1167 dengan luas 
tanah 263 M2 yang terletak di Jalan Kalingga VI nomor 4 Kelurahan Kadipiro 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
Permasalahan yang terjadi bukan karena terkendala pada pembayaran 
angsuran KPR , namun dari adanya gugatan sengketa perdata yang diajukan oleh 
Tuan Soepojo di Pengadilan Negeri Surakarta nomor : 20/Pd.G/2013/PN.Ska 
tertanggal 25 januari 2013 melawan Nyonya Sri Hartini sebagai Tergugat I , Tuan 
Giri Setiawan sebagai Tergugat II dan Notaris yang dalam kedudukannya sebagai 
PPAT di kota Surakarta Soenarto, Sarjana Hukum sebagai Tergugat III. Di dalam 
gugatan perdata tersebut, Tuan Soepojo mengajukan permohonan kepada majelis 
Hakim untuk mengembalikan status hak kepemilikan sertifikat nomor 1167 dari 
Tuan Giri Setiawan kepada Tuan Soepojo karena Akta Jual Beli nomor 
372/banjarsari/Surakarta yang telah dibuat oleh PPAT Soenarto , S.H. dianggap 
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merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak syah dan batal demi 
hukum. 
Majelis Hakim dalam Putusannya mengabulkan gugatan sebagian dari 
tuan Soepojo yakni mengembalikan status kepemilikan tanah dengan nomor 1167 
dari tuan Giri Setiawan kepada tuan soepojo dan membatalkan akta jual-beli 
nomor 372/banjarsari/Surakarta yang dibuat oleh Tuan Giri Setiawan dan Tuan 
Soepojo di hadapan PPAT Soenarto , Sarjana Hukum. Berdasarkan uraian diatas, 
penulis ingin mengkaji secara aspek hukum dalam bentuk penulisan tesis dengan 
judul “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM PPAT DALAM PEMBUATAN 
AKTA JUAL – BELI ( STUDY PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 
SURAKARTA NOMOR : 20/Pdt.G/2013/PN.SKA )” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan 
permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah Pertimbangan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli 
nomor : 372/Banjarsari/2008? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 
menjatuhkan Putusan dalam perkara nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Ska 
sehingga Akta Jual Beli nomor : 372/Banjarsari/2008 dinyatakan batal 
demi hukum ? 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah berusaha untuk 
menemukan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan berikut : 
1. Tujuan Obyektif : 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis Peran PPAT dan kedudukan akta jual 
beli dalam pendaftaran tanah.  
b. Untuk mengkaji tanggung jawab PPAT atas akta jual beli yang dibuatnya 
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2. Tujuan Subyektif : 
a. Untuk memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan 
tesis sebagai syarat dalam mencapai gelar magister kenotariatan dalam 
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret 
Suarakarta. 
b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian 
hukum pada khususnya di bidang hukum agraria. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan 
tercapai, yaitu: 
1. Kegunaan secara teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum 
Agraria pada khususnya. 
b.  Hasil penelitian ini dapat sebagai sumber pengetahuan secara teori – 
teori tentang perbuatan melawan hukum terkhusus di dunia profesi PPAT. 
2. Kegunaan secara praktis 
a.  Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b.  Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak 
yang berkepentingan dalam membuat akta jual beli tanah. 
c.  Dengan adanya penelitian ini diharapkan di kemudian hari tidak terjadi 
adanya pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh para pihak yang 
berkepetinngan ataupun terhadap profesi PPAT yang membuat akta jual 
beli.  
 
 
 
 
 
 
 
